7"} N0.28 ‘Thn 2004 - Perubahan UlJ Yayasan | http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_28_04.ht:

A

g

SIDEN
REP UBLlK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONES3IA,

Menimbang:

a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6
Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung
seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa
substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Undang-undang tersebut;

b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum,
serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132).

Dengan Persetujuan Bersame.:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBL'K INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN

Pasal |

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat'un 2001 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan
Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Fasal Demi Pasal Angka 1
Undang-undang ini.
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 5 ‘

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh
Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dizlihkan atau dibagikan secara
langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau
bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan
dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium,
dalam hal Pengurus Yayasan: =

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan
Pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium sebagaimana dimaksu&d pada ayat (2),
ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan iiekayaan Yayasan.'

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai ber‘ikut: /
"Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah a!%ta pendirian Yayasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau
kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta
pendirian Yayasan tersebut.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib inenyampaikan permohonan
pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu pallrg lambat 10 (sepuluh) hari terhitung
sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayaéan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) han terhitung sejak tanggal permintaan
pertimbangan diterima.

(6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dlkenakan biaya yang besarnya
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah." :

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai be(ikut:
"Pasal 12 '

(1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud d'alam Pasal 11 ayat (2), diajukan
secara tertulis kepada Menteri.

2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau
ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal |1 ayat (4),
pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertlmbangan dari instansi terkait

. diterima.

' 4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan
atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tlga puluh) hari terhitung sejak tanggal
permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkalt "

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, ‘/akni Pasal 13A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 13A
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. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan
memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.”

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 24 ‘

(1)  Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan
Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.

(3)  Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlkenakan biaya yang besamya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."” .

7. Pasal 25 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai bel;ikut:
"Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk :
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. yie

(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk -
masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. seorang ketua;
b. seorang sekretaris; dan
c. seorang bendahara.

4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas
melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan
keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa
kepengurusannya berakhir.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan pemberhentlan dan .
penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar." o

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai beﬁkut:
"Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus
Yayasan." .

10.  Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 34

) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat dlberhentlkan berdasarkan keputusan rapat
Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau
atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat
membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan
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diajukan."

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi berikut:

M

)

Pasal 41 dihapus.

"Pasal 38

Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan."

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
@
3)

"Pasal 44

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk
jangka waktu selama § (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk
masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan
penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.”

Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

M
()

"Pasal 45

Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Menteri.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas
Yayasan."

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai ber%kut:

(1
(2)

"Pasal 46

Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
Pembina. :

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau
atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat
membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhltung sejak tanggal permohonan
pembatalan diajukan.”

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

M
)

3)

"Pasal 62 »;

Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor
Yayasan.

Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib d|umumkan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negen dan/atau pihak lain sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam | (satu) tahun buku; atau

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebeqar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah) atau lebih.

Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh

IRSSE N
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Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada
Menteri dan instansi terkait.

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan .
menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. o o

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam e
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan ‘
diri dan yang akan menerima penggabungan. '

(3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina
masing-masing Yayasan.

(4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam
akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.”

Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai ber%kut:
"Pasal 60 |
(1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang
memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib

disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta
penggabungan. :

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada
pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jancka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2). '

4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri
wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.”

Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 68

(&) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai
kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksuci pada ayat (1), dapat diserahkan
kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-unda'hg mengenai badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahian kepada Yayasan lain atau
kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pac:la ayat (1) dan ayat (2), kekayaan
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan
kegiatan Yayasan yang bubar."

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai bergkut:
"Pasal 71 .
(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, */ayasan yang:

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia; atau '

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan metﬁpunyai izin melakukan kegiatan dari
instansi terkait; |

01/01/200% ¢ =



o

I00T/I0N10 ; 1o

Il lesed

- ueywnwnip gifem eAfuuebuenay uelode), asel) |pelusw yeqgnip *,eisauopu| eseyeqiaq
Jeqey jeins wejep,, aselj uep ,uep Fqnd uejunye ysjo, aseyy eiejue Ip uejwnwnp qifem
eAuueunye) uelode), asey} uep ,‘eiebaN uep uenjueq ysjosedwaw Huek uesehe,,, asel} ipeflusw
yegnip ,'uie) yeurd neje usbau sen| uenjueq, asel uep ,depeysa) ‘eAulnfuelds, asel esejue

Ip ,'eieBap Lep |eseiaq eAuueedeyay Buek ueselep , aseyy ‘yninjoy eaully wnwn uesepfuad 'Sz

S : . INGesia) ueseAe A
' ueupuad epje yenquiaw SueA suejop Injejpw usjusyy epeday uexnlelp, asels ipefuaw yuebip ‘i
Buidwes 1qg, esel} uep ,uesele ueulpuad ueuoyownad, aseuy eiejue |p JUeSeAEA UBHNPNPaY
ledwsa) gndipw eAueliay L|E’KE|IM BueA ejsnuepy 1sesy jeH uep uewyeys) uswapedsqg

yehejiz Jojue) ejedsy) epeday ueynlelp jedep, asel) ‘jedwasy) esuly wnwn ueseplued  ‘ve

'sndeytp ,)ngasia) uenjualayy, asely uep  BISNUB ISESY JeH Uep uewpieysy
uejusiy, eseyj elejue Ip ‘Jnfunyp GueA jeqefad neje, esey ‘ebyey eaully wnwn uesepluad ‘€2

. eAuueeuesyejad ueinjesad

uep ul Buepun-buepun uemesepjaq sasoudip ‘uajuapy ewuayp yedy buek uesele, Jeseq

uesebbuy uenensa&uad uenyejuaquad uep ‘uesefe, Jeseq uelebbuy ueyeqniad ueuoyowad

‘uesefeA ueu!puad epe ueqesaﬁugd ueuoyow.ad ‘nyepaq [einw 1w Guepun-6uepun jees eped
, f g 2. lesed

"Ju1 6uepun-6uepun uebuap uebuejuapaq yepy buefuedss nyepaq dejsy ‘i Buepun-Buepun

uenjuajey uebuap ueyiensasip wnjaq bueA (g) 1ehe uep () j1eAe |2 [esed weep pnsyewip

euewebeqgss ueseAeA Jeseq uesefibuy uenjusjey ‘nyejseq lejnw juj Buepun-Buepun jees eped

V 2L lesed,,
Jmuaq lebeges 1Aungiaq ebbujyss
‘a 2L lesed uep v g/ |esed IuyeA ‘jesed (enp) g ueydisisip ¢/ [esed uep . [esed elejue1q ‘g2z

SNy ue:eBBuepd ipel1a) ueebnp epe ejiqede ‘ueinjunuad uep

uexuplﬂuad ‘ueesyuawad ueynyepw }nun qifemsaq 6ueA yeyid uep uep yey sndeybusw
sepn ‘(1) yede eped pnsyewip euewiebegas ueunye) uesode| Jesiyy uewnwnbuag (2)

"ueyouepunip wy 6uepun-6uepun wnjagss unye) (Ynjndes)

01 ewejas eAuueedeyay dnyesusw:Guek (2) 1efe g6 |esed welep pnsyewip euewlefeqos

uebuenay uelode] Jesnyy ueywnwnbuaw qifem uebuepun-6uepuniad ueinjesad

njens eAunyepaq jeqiye rebeqas eAuysjosadip bueA jexeledsew uebuequns nejeuep
‘uabau Jen| uenjueq ‘esefaN uemueq Lep [esesaq efuueedeysy ueibeqgas Guek uesele (1)

ZlL jesed,,
:Jmjuaq 1ebeqges 1Aungiaq eBBuUIYsS ‘'Yeqnip 22 [BSed uenuaey ‘Lz

+-uebunuadanieq BueA yeuid neje ueesyefey ueuoyowlad seje uejpebuad uesnind

ueysesepsaq uexieqnqp jedep uep eAueweu uedsp |p ueseieA,, ejey uexeunbbusw

K jedep yep) ‘(2) yede eped pnsyeunp euewiebeqss uesedeA uep (1) jeie eped pnsyew)p

oo euewebeqgas npjem exbuef wejep efuieseq uesebbuy ueyiensaiusw epn 6ued uesede (¥)
o ‘ueiensaiuad ueeuesye(ad yejajes unye) (njes) | yeque) buied

uajus|\ epeday ueynyeyaqIp ql[eM ‘(1) yefe eped pnsyewip eueunebeqas uesele (g)
‘nyepaq rejnw ju) buepun-6uepun
|ebbue) yefes Bunyysay unye) (mes) | yeque] Bujjed npjem exbuel wejep usyusyy epeday
ueuoyow.ad ueynfebusw uep ‘1 Buepun-6uepun uenjuajey uebuap eAuseseq uelsebbuy
ueyiensaiuaw ejed ueBuap wnyny uepeq snjejs ysjosadwaw jedep ‘(1) jede eped

pns)ewip euewiebeqas uenjualey IyNUSWAW Yepy uep ueluIpip yes) Bued uesedes  (2)

‘1 Buepun-6uepun uenjuajey uebuap eAuseseq uesebbuy ueyiensakuaw qifem

IngasJa) uesele, ‘nyjepaq leinw 1w 6uepun-6uepun je66ue) yefas Gunyiyis) unyey (ebn)

¢ jequej 6uied npjem exbuel wejep uenjusisy uebusp wnyny uepeq lebeqas INyelp dejs)

v

<y 8 Iy UYYPY 8 RISUN A2y uBseAeA (1) UEYEQNIAd - POOT UYL 8Z'ON (-



*JU No.28 Thn 2004 - Perubahan UU Yayasan http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_28_04 htr-

& ' AR

Undarig-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd. L
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI oy

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115

PENJELASAN
2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Ca
NOMOR 28 TAHUN 2004 -
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHf.IN 2001 TENTANG YAYASAN

I UumMum
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6
Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata
belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.
Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam
masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan
ketidaktertiban hukum.
Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk
lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar
pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai
pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan.
Selain ' itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan
masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan
tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Angka 1

Pasal 3
Ayat (1)
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. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan
sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung
tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana
Yayasan menyertakan kekayaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal §
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk
hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan
guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota

Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaiji,
upah, atau honorarium.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau
keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "secara langsung dan penuh” adalah melaksanakan tugas
kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh ot

waktu (part time).

Ayat (3)

Cukup jelas.
Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan
untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan
akta pendirian Yayasan di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 13A
Cukup jelas.
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Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pasal 24

Pasal 32

http://www.unsrat.ac.id/l111kum/uu/uu_28_04.h‘}_"

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5

(lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 38

Pasal 44

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5

(lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14
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ot Pasal 45

Cukup jelas.
Angka 15

Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 16

Pasal 52
Ayat (1)

Penempelan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan
sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan

yang mempunyai kekayaan dalam jumiah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai
dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 71
Ayat (1)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan
kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan

Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan
anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan
langsung dengan Yayasan.
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Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4430

Pasal 72

Pasal 72 A

Pasal 72 B

Pasal ll
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